
BAB II 

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

A. STUDI KEPUSTAKAAN 

1. Konsep Administrasi  

Administrasi merupakan salah satu alat/tonggak dalam sebuah pelaksanaan 

pembangunan. Karena tanpa adanya pengadministrasian dengan baik maka proses pembangunan 

tidak akan dapat berjalan dengan lancar.  

Menurut Siagian (2003:2) administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja 

sama antara dua orang manusia atau lebih yang idasarkan atas rasionalitas tertentu untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.  

Ada beberapa hal yang terkandung dalam defines diatas. Pertama, administrasi sebagai 

seni adalah suatu proses yang diketahui hanya permulaannya sedang akhirnya tidak diketahui. 

Kedua, administrasi mempunyai unsure-unsur tertentu yaitu adanya dua manusia atau lebih, 

adanya tujuan yang hendak dicapai adanya tugas atau tugas-tugas yang harus dilaksanakan, 

adanya peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan  tugas-tugas itu.  

Atmosudirjo (dalam Zulkifli, 2005: 17) menyatakan bahwa administrasi merupakan 

seperangkat kegiatan tertentu dan terarah yang berlangsung untuk memimpin serta 

mengendalikan organisasi modern  yang menjadi wahana suatu urusan sekaligus berlangsung 

didalamnya.  

Memandang kerjasama manusia mencapai tujuan sebagai objek studi ilmu administrasi, 

maka ada 10 dimensi yang perlu dipahami dalam konsep administrasi yang dikemukakan oleh 

Atmosudirdjo (dalam Zulkifli, 2005:21-23) sebagai berikut : 
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a. Administrasi merupakan suatu fenomena sosial, suatu perwujudan tertentu dalam 

masyarakat modern. Eksistensi dari pada administrasi berkaitan dengan organisasi, 

artinya administrasi terdapat didalam suatu organisasi. 

b. Administrasi merupakan suatu hayat atau kekuatan yang memberikan hidup atau gerak 

kepada suatu organisasi.  Tanpa administasi yang sehat maka organisasi akan tidak sehat 

pula. Pembangkit administrasi sebagai suatu kekuatan atau enerrgi atau hayat adalah 

administrator yang harus pandai menggerakkan seluruh sistemnya yang terdiri atas para 

manajer, staff, dan personil lainnya. 

c. Administrasi merupakan suatu fungsi tertentu untuk mengendalikan, menggerakkan, 

mengembangkan, dan mengarahkan suatu organisasi yang dijalankan oleh administrator 

dibantu oleh bawahannya, terutama para manajer dan staff. 

d. Administrasi merupakan suatu kelompok orang-orang yang secara bersama-sama 

merupakan badan pimpinan dari pada suatu organisasi. 

e. Administrasi merupakan suatu seni (art) yang memerlukan bakat, ilmu, pengetahuan dan 

pengalaman. 

f. Administrasi merupakan suatu proses penyelenggaraan bersama atau proses kerjasama 

antara sekelompok orang-orang tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya. Kerjasama orang-orang tersebut berlangsung secara organisasi 

g. Administrsi merupakan suatu jenis tingkah laku atau sikap kelakuan social yang tertentu 

(administrative behaviour or administration as special type of social behavior) yang 

memerluka sikap dan mental tertentu serta merupakan suatu tipe tingkah laku manusia 

tertentu (special tpe of human behaviour). 

h. Administrasi merupakan suatu teknik atau praktek yang tertentu, suatu tata cara yang 

memerlukan kemampuan atau mengerjakan sesuatu yang memerlukan kemampuan, 

kemahiran, keterampilan(skills) yang hanya dapat dperoleh melalui pendidikan dan 

pelatihan. 

i. Administrasi merupakan sistem yang tertentu, yang memerlukan input, tranformasi, 

pengolahan dan output tertentu. 

j. Administrasi merupakan suatu tipe manajemen tertentu yang merupakan overall 

manajement dari pada suatu organisasi. Pada hakikatnya manajemen merupakan 

pengemdalian dari sumber daya-sumber daya menuju ketercapaian suatu prapta 

(objective) tertentu. Sumber daya-sumber daya (resources) dimaksud meliputi: orang-

orang (man), uang (money), mesin-mesin (machine),bahan atau peralatan (materials), 

metode-cara teknik(methods-technology), ruang (space), enaga atau energy (energy, dan 

waktu (time), dalam istilah administrasi tercakup adanya pesan, tugas tanggung jawab 

dan kepercyaan yang diberikan oleh para pemilik organisasi. 

Administrasi menurut Reksohadiprawiro (dalam Widjaja, 2004: 37) adalah tata usaha 

yang mencangkup setiap pengaturan yang rapi dan sistematis serta penetuan fakta-fakta secara 

tertulis dengan tujuan memperoleh pandangan yang menyeluruh serta hubungan timbal balik 

antara satu fakta lain. 



Mengacu pada perspektif jasa pelayanan sebagai produk suatu lembaga, konsep 

administrasi diartikan sebagai proses kegiatan yang menghasilkan sejumlah keterangan tertulis 

yang dibutuhkan oleh satu atau sekelompok orang tertentu.keterangan itu cendrung 

dimanfaatknnya untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai kebutuhan atau tujuan lainnya. 

Seperti permasalahan pokok yang dikemukakan oleh Pasolong (2007: 2) antara lain : Siapa yang 

harus melayani dan dilayani dan siapa yang harus mengatur dan diatur. Dalam hal ini, manusia 

sebagai subjek untuk melayani dan manusia pulalah yang menjadi objek untuk dilayani. 

Manusialah yang harus menjaga keteraturan kehidupan sosialnya dan manusia itu sendiri yang 

harus memecahkan seluruh permasalahan kehidupan sosialnya. 

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa yang menjadi bahan baku administrasi ialah 

manusia. Karena manusia merupakan sumber adanya kepentingan manusia, khususnya 

keberadaanya sebagai mahluk social yang bermasyarakat. Konsekuensinya ialah administrasi 

bertanggung jawab terhadap kelangsungan organisasi dengan segala kegiatan mulai 

merencanakan sampai pada evaluasi demi tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 

Objek disiplin ilmu administrasi Negara adalah pelayanan publik sehingga yang perlu 

dikaji adalah keberadaan berbagai organisasi public. Syafiie (2003:32) dalam bukunya  yang 

berjudul “Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia”,  mengemukakan ada 7 (tujuh) hal 

khusus dari administrasi Negara, yaitu:  

a. Tidak dapat dielakan (unavoidable)  

b. Senantiasa mengharapkan ketaatan (expect obedience)  

c. Mempunyai prioritas (has priority)  

d. Mempunyai pengecualian (has exceptional)  

e. Puncak pimpinan politik (top management political)  

f. Sulit diukur (difficult to measure)  

g. Terlalu banyak mengharapkan dari administrasi public (more is expected of public 

administration) 

 



Menurut Siagian (2003:7) administrasi Negara secara singkat dan sederhana dapat 

didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan  oleh seluruh aparatur pemerintah 

dari suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan negara.  

Dari definisi diatas dapat dsimpulkan bahwa administrasi itu adalah proses kerja sama 

beberapa orang untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efesien, jadi tanpa adanya kerja 

sama suatu organisasi itu tidak dapat akan berjalan dengan baik. 

2. Konsep Organisasi 

Orang mendirikan organisasi mempunyai maksud agar tujuan tertentu dapat dicapai 

melalui tindakan bersama yang telah disetujui bersama. Dengan organisasi, tujuan dan sasaran 

dapat dicapai secara lebih efektif dan efisien  dengan cara dan tindakan yang dilakukan secara 

bersama-sama. Idealnya, konsep dapat dilaksanakan apabila para organisatoris atau manajer 

yang ada dalam organisasi paham tentang tugas dan tanggung jawabnya.  

  Definisi organisasi banyak ragamnya, tergantung pada sudut pandang sebagai wadah, 

sebagai proses, sebagai perilaku, dan alat untuk mencapai tujuan. Namun demikian, definisi 

organisasi yang telah dikemukakan oleh para ahli organisasi sekurang-kurangnya ada unsur 

kerjasama, orang yang bekerja sama, dan tujuan bersama yang hendak dicapai. 

  Menurut Siagian (2003:6) organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang 

atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan 

yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut 

atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.  

  Dari definisi diatas menunjukkan bahwa organisasi dapat ditinjau dari dua segi 

pandangan, yaitu sebagai berikut : 

a. Organisasi sebagai wadah dimana kegiatan-kegiatan administrasi dijalankan. 



b. Organisasi sebagai rangkaian hirarki dan interaksi antara orang-orang dalam suatu ikatan 

formal.  

  Gibson, et. Al (1996:6) mendifinisikan ”organisasi adalah wadah yang memungkinkan 

masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-

sendiri”. 

  Menurut Robbin (2000:4) ”organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang 

dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang 

bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan”. 

  Menurut Weber (dalam Thoha, 2002:98) bahwa : suatu organisasi atau kelompok kerja 

sama ini mempunyai unsur kekayaan sebagai berikut : 

1. organisasi merupakan tata hubungan sosial, dalam hal ini seseorang individu melakukan 

proses interaksi sesamanya di dalam organisasi tersebut. 

2. organisasi mempunyai batasan-batasan tertentu (boundaries), dengan demikian seseorang 

yang melakukan proses interaksi dengan lainnya tidak atas kemauan sendiri. Mereka dibatasi 

oleh aturan-aturan tertentu. 

3. organisasi merupakan suatu kumpulan tata aturan, yang bisa membedakan  ini menyusun 

proses interaksi di antara orang-orang yang bekerja sama didalamnya, sehingga interaksi 

tersebut tidak muncul begitu saja. 

4. organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur di dalamnya berisi 

wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan sesuatu fungsi tertentu.  

 

Istilah lain dari unsur ini ialah terdapatnya hirarki (hierarchy). Konsekuensi dari adanya 

hirarki ini bahwa di dalam organisasi ada pimpinan atau kepala dan bawahan atau staf. Menurut 

Etziomi (dalam Thoha, 2002 : 100), mengemukakan ”konsep organisasi sebagai pengelompokan 

orang-orang yang sengaja disusun untuk mencapai tujuan tertentu”. 

Pada organisasi tersebut masing-masing personil yang terlibat di dalamnya diberi tugas, 

wewenang, dan tanggung jawab yang dikoordinasi untuk mencapai tujuan organisasi. Dimana 

tujuan organisasi tersebut dirumuskan secara musyawarah, sebagai tujuan bersama yang 

diwujudkan secara bersama-sama. Pentingnya organisasi sebagai alat administrasi dan 



manajemen dalam industri atau dunia kerja lainnya terlihat apabila bergerak tidaknya suatu 

organisasi ke arah pencapaian tujuan sangat tergantung pada kemampuan manusia dalam 

menggerakkan organisasi itu ke arah tujuan yang telah ditentukan. 

Dengan organisasi tercipta keterpaduan pikiran, konsepsi tindakan dan ketrampilan yang 

dimiliki oleh tiap-tiap personil yang terlibat didalamnya untuk berhimpun menjadi satu kesatuan 

kekuatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuannya. 

3. Konsep Manajemen  

Menurut Prajudi (dalam Syafiie, 2003:268), manajemen merupakan pengendalian dan 

pemanfaatan daripada semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, 

diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja tertentu. 

Pendapat Siagian (2003:5) manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu 

sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai 

kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh 

sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahawa manajemen merupakan inti dari administrasi karena memang 

manajemen merupakan alat pelaksana utama administrasi.  

Menurut Haiman (dalam Manullang, 2004:1) manajemen adalah fungsi untuk mencapai 

sesuatu kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan 

bersama. 

Dalam menggerakkan organisasi, seorang pemimpin harus menjalankan fungsi-fungsi 

manajemen yang baik, dimana menurut Terry dan Rue (2001:9) adalah sebagai berikut: 

a. Planning (perencanaan) 

b. Organizing (oraganisasi) 

c. Staffing (kepegawaian) 

d. Motivating (motivasi) 



e. Controling (pengawasan) 

Sedangkan menurut Gie (dalam Zulkilfli, 2005 : 28) fungsi manajemen adalah sebagai 

berikut: 

a. Perencanaan 

b. Pembuat Keputusan 

c. Pengarahan 

d. Pengorganisasian 

e. Penyempurnaan 

 

Menurut Salam (2007:176) manajemen pemerintahan adalah upaya instansi pemerintah 

untuk mengelola negara agar tercapai ketertiban, kesejahteraan, dan kemakmuran Negara. 

Manajemen Pemerintahan Daerah di Indonesia dilandasi oleh Undang-Undang Dasar 

1945 yang memberikan hak otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Hal ini diperkuat 

oleh ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah yang 

berisikan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya Nasional yang berkeadilan serta 

perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indoinesia. 

Menurut Soekarno (2006 : 70), aktivitas manajemen dapat dipisahkan dalam aktivitas-

aktivitas komponen yang meliputi: 

a. Perencanaan, adalah aktivitas-aktivitas pengumpulan data dan imformasi 

beserta pemikiran untuk menentukan apa yang hendak dicapai, di mana 

semuanya itu harus dijalankan, bila mana waktunya, oleh siapa-siapa saja 

yang harus menjalankan. 

b. Pengorganisasian, adalah tindak lanjut untuk menyambut pelaksanaan rencana yang telah 

ditentukan untuk dilaksanakan. 

c. Pengkoordinasian, adalah meliputi hubungan kerja sama secara teratur dan 

lancar dan berbagai macam aktivitas yang harus dilaksanakan. 

d. Pengendalian, adalah mengarahkan agar seluruh aktivitas ataupun usaha tidak 

menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. 

e. Pengawasan, adalah suatu usaha agar semua dan keputusan yang telah dibuat dapat 

dikerjakan sesuai dengan apa yang direncanakan, diputuskan, dan dikomandokan. 

 



  Dari seluruh rangkaian proses manajemen, Pelaksanaan merupakan fungsi manajemen 

yang paling utama. Dalam fungsi Perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan 

dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi actuating (Pelaksanaan ) justru 

lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsuung dengan orang-orang dalam 

organisasi. 

4. Konsep Implementasi Kebijakan 

  Menurut Suryadi ( 1975 : 64), Pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktifitas yang 

diarahkan tujuannya, sebagai yang memiliki cirri tersendiri dari aktifitas fisik dan eksprensif 

murni yang bertujuan untuk mempengaruhi prospektif (masa depan) alternative dalam arah yang 

dikehendaki. 

  Menurut Van Meter dan Horn (1974) dalam buku Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih 

Sulistyastuti (2012:20-21) mendefinisikan Implementasi secara lebih spesifik yaitu: “Policy 

Implementation encompasses those actions by public or private individuals (or group) that are 

directed at the achivement of objektives set forth in prior policy decisions” yang artinya 

Implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, atau kelompok badan pemerintah yang 

diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. 

Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak 

pada warga negaranya. 

  Menurut Pressman dan Wildavsky (2012:20) dalam Implementasi Kebijakan Publik, 

definisi Implementasi adalah menjalankan atau melaksanakan suatu kebijakan (tocarryout), 

untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (tofulfill), untuk 

menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (toproduce) untuk 

menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (tocomplete). 



  Young dan Quinn dalam Suharto (2005 : 44) mengemukakan beberapa konsep kunci 

yang termuat dalam kebijakan yaitu sebagai berikut : 

 1. Tindakan pemerintah yang berwewenang.  Kebijakan publik  adalah tindakan yang dibuat 

dan diimplementasikan oleh badan pemerintahan yang   memiliki   kewenangan   hukum,   

politis   dan   financial   untuk melakukannya. 

 2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya 

merespon masalah atau kebutuhan konkrit yang berkembang dimasyarakat. 

 3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah 

sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi 

yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak. 

 4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada 

umumnya merupakan tindakan kolektif untuk mencegah masalah sosial. Namun, 

Kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan masalah social akan dapat 

dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan 

tindakan tertentu. 

 5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh orang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik 

berisikan sebuah pertanyaan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana 

tindakan yang telah dirumuskan dalam Kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan 

pemerintahan maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintahan. 

  Dunn (2003 : 22) mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian 

aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasamya bersifat politis. 

Aktifitas politik tersebut dijelaskan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang 

diatur menurut urutan waktu, penyusunan   agenda,   formulasi   kebijakan,   adopsi   kebijakan,   



implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Kemudian pembuatan kebijakan merupakan 

sebuah aktifitas yang diarahkan tujuan, sebagai yang memiliki cirri tersendiri dan aktifitas fisik 

dan ekpresif murni yang bertujuan untuk mempengaruhi prospektif, alternatif dalarn arah yang 

dikehendaki. Selanjutnya Hessel menyebutkan bahwa pengembangan kebijakan adalah lebih luas 

dan berkenaan dengan peningkatan pembuatan keputusan antar pemerintah sebagai suatu 

keseluruhan. 

  Sementara itu Suharto (2005 : 7) mengatakan kebijakan adalah suatu ketetapan yang 

memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan 

konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap kebijakan yang akan dibuat harus pula 

memiliki tolak ukur agar setiap Kebijakan publik itu bisa berjalan secara efektif. 

  Menurut Soetopo (2005 : 10) kebijakan publik adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh 

pemerintah atau Negara yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Kebijakan publik 

bertujuan untuk memcahkan masalah-masalah yang ada didalam masyarakat. Kemudian Kaplan 

mendefenisikan Kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-

tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu dan praktek-praktek tertentu. Selanjutnya Friedrik mengatakan 

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau 

pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan ancaman dan peluang yang ada. Dan 

kebijakan pemerintah merupakan suatu usaha untuk memproses nilai pemerintah yang bersumber 

pada kearifan pemerintah dan mengikat secara formal, etik dan moral, diarahkan guna 

menempati pertanggung jawaban aktor pemerintah dalam lingkungan pemerintahan (dalam 

Islamy, 1997 :  

  Menurut Dunn (dalam Nugroho, 2007 : 10) tahap-tahap dalam proses pembuatan 

kebijakan adalah sebagai berikut: 



 1. Fase penyusunan agenda, disini pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah 

kebijakan pada agenda publik 

 2. Fase formulasi kebijakan, disini para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk 

mengatasi masalah 

 3. Adopsi kebijakan, disini alternatif kebijakan dipilih dan diadopsi dengan dukungan dari 

mayoritas dan atau consensus kelembagaan 

 4. Implementasi kebijakan, disini kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit 

administrasi dengan memobilisir sumber daya yang dimilikinya, terutama financial dan 

manusia 

 5. Penilaian kebijakan, disini pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan akan dinilai 

apakah telah memenuhi kebijakan yang telah ditentukan. 

  Winter (dalam Nugroho. 2007 : 83) mengidentifikasi empat variabel kunci yang 

mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu : 

 1. Proses formulasi kebijakan 

 2. Perilaku organisasi pelaku implementasi 

 3. Perilaku birokrat pelaksana ditingkat bawah 

 4. Respon kelompok target kebijakan dan perubahan dalam masyarakat. 

  Menurut Anderson merumuskan kebijaksanaan sebagai rangkaian tindakan yang 

mempunyai tujuan tertentu yang dilakukan sejumlah aktor (pejabat, kelompok dan instansi 

pemerintah)dengan adannya masalah atau persoalan yang dihadapi (dalam Wahab, 2004 : 13). 

Sedangkan Van Doom dan Lammer (dalam Hogerwerf, 1983 : 7) mengemukakan kebijaksanaan 

sebagai suatu rencana aksi, suatu susunan sasaran dan tujuan. 



  Menurut Friedrik (dalam Syafi'ie, 2005 : 107) kebijakan pemerintah adalah suatu usulan 

tindakan oleh seseorang, kalangan pemerintah pada suatu lingkungan, politik tatanan mengenai 

hambatan, peluang yang dapat diatasi, dimamfaatkan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan, 

merealisasikan suatu maksud. Menurut Hogerwerf kebijaksanaan adalah membangun masyarakat 

yang terarah dengan pemakaian kekuasaan. Sedangkan Anderson mengatakan kebijaksanaan 

adalah sebagai suatu tindakan tertentu yang bertujuan, diikuti oleh seorang aktor atau sejumlah 

actor yang berhubungan dengan masalah tertentu yang dihadapi. 

  Menurut Parker (dalam Wahab, 2004 : 140) kebijaksanaan Negara adalah suatu tujuan 

tertentu atau serangkaian tertentu atau dilaksanakan oleh pemerintah pada suatu waktu tertentu 

dalam kaitannya dengan suatu subjek atau suatu respon terhadap suatu keadaan yang kritis. 

Sedangkan menurut Wood kebijaksanaan Negara adalah serentetan intruksi atau perintah dari 

pembuat kebijaksanaan yang ditujukan kepada para pelaksana kebijaksanaan yang menjelaskan 

tujuan-tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut (dalam Wahab, 2004 : 31). 

  Menurut Irfan (1991 : 17) kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan oleh 

seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan 

adanya hambatan dan kesempatan terhadap usulan kebijaksanaan tersebut guna mencapai suatu 

tujuan. 

  Kebijakan publik menurut Nugroho (2007 : 36-37) adalah keputusan otoritas negara yang 

bertujuan mengatur kehidupan bersama. Tujuan dari kebijakan publik dapat dibedakan dari sisi 

sumber daya yaitu antara kebijakan publik yang bertujuan mendistribusikan sumber daya negara 

dan yang bertujuan menyerap sumber daya negara. Analisis kebijakan adalah pemahaman 

mendalam akan suatu kebijakan atau pula pengkajian untuk merumuskan suatu kebijakan. 



  Analisis kebijakan mempunyai dua dimensi yaitu, Pertama, dimensi keilmuan yaitu 

analisis kebijakan dalam arti pemahaman mendalam akan suatu kebijakan merupakan sebuah 

dimensi keilmuan. Dalam hal ini analisis kebijakan dilakukan untuk meneliti suatu kebijakan 

yang sudah dibuat dan dilaksanakan hingga kedetail bagian-bagiannya, memahami hubungan 

antar bagian dan menemukan makna kebijakan dari analisis tersebut. Kedua, dimensi praktek, 

dalam dimensi ini analisis kebijakan dibuat sebagai sebuah upaya awal untuk membuat 

kebijakan. Analisis kebijakan merupakan praktek yang dilakukan oleh para analis kebijakan 

profesional yang bekerja pada suatu lembaga negara atau pemerintahan baik dalam posisi 

sebagai pegawai negara maupun konsultan lembaga tersebut. 

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn 

disebut dengan A Model of the Policy Implementation (1975). Proses implementasi ini 

merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejewantahan kebijakan yang pada 

dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi 

yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa 

implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja 

kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa 

variabel yang saling berkaitan, variable-variabel tersebut yaitu: 

1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan 

2. Sumber daya 

3. Karakteristik organisasi pelaksana 

4. Sikap para pelaksana 

5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan 

6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik 



Secara rinci variabel-variabel implementasi kebijakan publik model Van Meter dan Van 

Horn dijelaskan sebagai berikut:  

a. Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan 

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan 

kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. 

Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan 

(Agustino, 2006). Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman, 1998) mengemukakan untuk 

mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu 

yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan 

penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. 

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. 

Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (frustated) ketika para pelaksana 

(officials), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan 

tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (implementors). 

Arah disposisi para pelaksana (implementors) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga 

merupakan hal yang “crucial”. Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan 

kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu 

kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1974). 

b. Sumber daya 

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan 

sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam 

menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut 

adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan 



oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber 

daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi 

kebijakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Derthicks (dalam Van Mater dan Van Horn, 

1974) bahwa: ”New town study suggest that the limited supply of federal incentives was a 

major contributor to the failure of the program”. 

Van Mater dan Van Horn (dalam Widodo 1974) menegaskan bahwa: ”Sumber daya kebijakan 

(policy resources) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini 

harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu 

kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar 

pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif 

lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya 

implementasi kebijakan.” 

c. Karakteristik organisasi pelaksana 

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang 

akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja 

implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para 

agen pelaksananya. Hal  ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada 

beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan displin. Pada konteks lain 

diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selaian itu, cakupan atau luas 

wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan. 

Menurut Edward III, 2 (buah) karakteristik utama dari struktur birokrasi adalah prosedur-

prosedur kerja standar (SOP = Standard Operating Procedures) dan fragmentasi. 



1. Standard Operating Procedures (SOP). SOP dikembangkan sebagai respon internal 

terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana dan keinginan untuk 

keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. 

SOP yang bersifat rutin didesain untuk situasi tipikal di masa lalu mungkin mengambat 

perubahan dalam kebijakan karena tidak sesuai dengan situasi atau program baru. SOP 

sangat mungkin menghalangi implementasi kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan 

cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk mengimplementasikan kebijakan. 

Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang rutin dari suatu 

organisasi, semakin besar probabilitas SOP menghambat implementasi (Edward III, 

1980). 

2. Fragmentasi. Fragmentasi berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit 

birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-

pejabat eksekutif, konstitusi Negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi 

birokrasi publik. Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab terhadap suatu wilayah 

kebijakan di antara beberapa unit organisasi. “fragmentation is the dispersion of 

responsibility for a policy area among several organizational units.” (Edward III, 1980). 

Semakin banyak aktor-aktor dan badan-badan yang terlibat dalam suatu kebijakan 

tertentu dan semakin saling berkaitan keputusan-keputusan mereka, semakin kecil 

kemungkinan keberhasilan implementasi. Edward menyatakan bahwa secara umum, 

semakin koordinasi dibutuhkan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, semakin 

kecil peluang untuk berhasil (Edward III, 1980). 

 

 



d. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan 

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan  Van Mater 

(dalam Widodo 1974) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu 

(implementors). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, 

karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi 

dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi 

standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (consistency and uniformity) dari berbagai 

sumber informasi. 

Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan 

kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan 

kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan 

tahu apa yang harus dilakukan. Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, 

komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan komplek. Proses pentransferan berita 

kebawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator 

lain, sering mengalami ganguan (distortion) baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber 

komunikasi berbeda memberikan interprestasi yang tidak sama (inconsistent) terhadap suatu 

standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interprestasi yang penuh dengan 

pertentangan (conflicting), maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu 

kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif. 

Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh 

komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (accuracy and 

consistency) (Van Mater dan Varn Horn, dalam Widodo 1974). Disamping itu, koordinasi 

merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi 



komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka 

kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya. 

e. Disposisi atau sikap para pelaksana 

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006): ”sikap penerimaan 

atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau 

kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan 

yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul 

permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat 

top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak 

mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”. 

Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pendangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat 

pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-

kepentingan pribadinya. Van Mater dan Van Horn (1974) menjelaskan disposisi bahwa 

implementasi kebijakan diawali  penyaringan (befiltered) lebih dahulu melalui persepsi dari 

pelaksana (implementors) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat tiga macam 

elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan 

suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (cognition), pemahaman dan 

pendalaman (comprehension and understanding) terhadap kebijakan, kedua, arah respon 

mereka apakah menerima, netral atau menolak (acceptance, neutrality, and rejection), dan 

ketiga, intensitas terhadap kebijakan. 

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. 

Karena, bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (frustated) 

ketika para pelaksana (officials), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan 



kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (implementors) terhadap standar dan tujuan 

kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (implementors) terhadap standar dan tujuan 

kebijakan juga merupakan hal yang “crucial”. Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam 

melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu 

kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1974). 

Sebaliknya, penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan 

diantara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, adalah 

merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan (Kaufman 

dalam Van Mater dan Van Horn, 1974). Pada akhirnya, intesitas disposisi para pelaksana 

(implementors) dapat mempengaruhi pelaksana (performance) kebijakan. Kurangnya atau 

terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan. 

f. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik  

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah 

sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. 

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah 

dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan 

mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. 

5. Kebijakan Pemerintahan 

  Untuk memecahkan, mengurangi atau mencegah terjadinya suatu masalah, diperlukan 

suatu kebijakan yang diformulasikan dengan mempunyai fungsi dan sasaran tertentu, di mana 

untuk mencapai tujuan dan sasaran dari kebijakan tertentu diperlukan suatu implementasi dari 

kebijakan itu sendiri yang merupakan proses lebih lanjut dari tahap formulasi kebijakan hal ini 

sesuai dengan pendapat (Abidin, 2002: 20). 



Banyak pakar menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah sebagai kekuasaan 

mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan.Ini mengandung konotasi 

tentang kewenangan pemerintah yang meliputu keseluruhan kehidupan masyarakat. Tidak ada 

suatu organisasi lain yang wewenangnya mencakup seluruh masyarakat. Tidak ada suatu 

organisasi lain yang wewenangnya mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah. Menurut 

Carl Friedman mengatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah tujuan (goal), 

sasaran (objective), atau kehendak (purpose). (Abidin, 2002:20) 

Menurut Ndraha (2003:493-494), kebijakan yaitu pilihan terbaik dalam usaha untuk 

memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pada batas-batas kompetensi aktor 

atau lembaga yang bersangkutan dan mengikat pertanggung jawaban secara formal, etika, 

maupun moral serta diarahkan guna menepati pertanggung jawaban aktor pemerintahan dalam 

lingkungan pemerintahan.  

Perbuatan kebijakan merupakan sebuah aktivitas yang diarahkan tujuannya, sebagai yang 

memiliki ciri tersendiri dari aktivitas fisik dan ekspresif murni, yang bertujuan untuk 

mempengaruhi prospektif (masa depan) alternatif dalam arah yang dikehendaki. (Tangkilisan, 

2003:6) 

Menurut Koryati (2005:7) mengatakan bahwa secara umum kebijakan dapat dikatakan 

sebagai rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi 

masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara 

jelas. 

Kemudian Ibrahim (2004:2) mengemukakan bahwa kebijakan itu adalah prosedur 

memformulasikan sesuatu berdasarkan aturan tertentu, disebutkan juga bahwa kebijaksanaan itu 

bentuknya nyata (praktis) dari kebijakan. 



Kebijakan publik menurut Dwijowijoto (2008:58) adalah keputusan yang dibuat oleh 

Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang 

bersangkutan.Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, 

memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan. 

Menurut friedrick (dalam Dwijowijoto, 2008:53) mendefenisikan kebijakan sebagai 

serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu 

lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada kebijakan yang diusulkan tersebut 

ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka 

mencapai tujuan tertentu.   

Menurut Thomas (dalam Dwijowijoto, 2008:54) Kebijakan publik adalah sebagai segala 

sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan hasil yang membuatsebuah 

kehidupan bersama tampil berbeda. 

Kebijakan publik menurut Dwijowijoto (2008:59) dibagi menjadi dua, yaitu : 

1. Regulatif versus Deregulatif : kebijakan yang menetapkan hal-hal yang dibatasi dan 

hal-hal yang dibebaskan dari pembatasan-pembatasan. 

2. Alokatif versus distributif : kebijakan yang berkenaan dengan anggaran atau 

keuangan publik. 

Kita melihat bahwa ada empat kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik, yaitu : 

1. Perumusan kebijakan  

2. Implementasi kebijakan 

3. Evaluasi kebijakan 

4. Revisi kebijakan yang merupakan perumusan kembali dari kebijakan. 



Menurut Easton Kebijakan Pemerintah adalah “Kewenangan untuk mengalokasikan nilai-

nilai bagi masyarakat secara menyeluruh, berarti yang berwenang mengatur secara menyeluruh 

kepentingan masyarakat adalah pemerintah. Dalam (Lubis, 2007:8) 

Sedangkan menurut Nugroho (2004:101) bahwa perumusan kebijakan adalah inti dari 

kebijakan publik yang dilihat dari kebijakan publik yang ditujukan untuk melakukan intervensi 

terhadap kehidupan publik untuk meningkatkan kehidupan publik itu sendiri yang dinilai dari 

ketersediaan kemampuan sumber daya manusia. 

Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan pendapat diatas bahwa yang disebut 

kebijakan pemerintah adalah suatub formulasi berupa keputusan tetap yang dikeluarkan 

pemerintah dan berlaku umum untuk mempengaruhi tujuan sesuai dengan arah yang 

dikehendaki, demi kepentingan publik. 

6. Konsep Pemberdayaan  

Banyak pemikir dan praktisi yang belum memahami dan mungkin tidak meyakini bahwa 

konsep pemberdayaan merupakan alternatif pemecahan terhadap dilema-dilema pembangunan 

yang dihadapi. Mereka yang berpegang pada teori-teori pembangunan model lama juga tidak 

mudah untuk menyesuaikan diri dengan pandangan-pandangan dan tuntutan-tuntutan keadilan. 

Mereka yang tidak nyaman terhadap konsep partisipasi dan demokrasi dalam pembangunan tidak 

akan merasa tentram dengan konsep pemberdayaan ini. Lebih lanjut, disadari pula adanya 

berbagai bias terhadap pemberdayaan masyarakat sebagai suatu paradigma baru pembangunan.  

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang 

merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni 

yang bersifat “partisipasi (participatory), pemberdayaan (empowering), dan berkelanjutan 

(sustainable)” (Chambers, 1995 dalam Kartasasmita, 1996). Konsep ini lebih luas dari hanya 



semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) atau menyediakan mekanisme untuk 

mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (safety net), yang pemikirannya belakangan ini banyak 

dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan dimasa 

yang lalu.  

Lahirnya konsep pemberdayaan sebagai antitesa terhadap model pembangunan yang 

kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai 

berikut: (1) bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan kekuasaan faktor 

produksi; (2) pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan 

masyarakat pengusaha pinggiran; (3) kekuasaan akan membangun bangunan atas atau system 

pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan sistem ideologi yang manipulative untuk 

memperkuat legitimasi; dan (4) pelaksanaan sistem pengetahuan, system politik, sistem hukum 

dan ideologi secara sistematik akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat 

berdaya dan masyarakat tunadaya (Prijono dan Pranarka, 1996). Akhirnya yang terjadi ialah 

dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan 

situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan 

bagi yang lemah (empowerment of the powerless).  

Alur pikir di atas sejalan dengan terminologi pemberdayaan itu sendiri atau yang dikenal 

dengan istilah empowerment yang berawal dari kata daya (power). Daya dalam arti kekuatan 

yang berasal dari dalam tetapi dapat diperkuat dengan unsur–unsur penguatan yang diserap dari 

luar. Ia merupakan sebuah konsep untuk memotong lingkaran setan yang menghubungkan power 

dengan pembagian kesejahteraan. Keterbelakangan dan kemiskinan yang muncul dalam proses 

pembangunan disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam pemilikan atau akses pada sumber–

sumber power. Proses historis yang panjang menyebabkan terjadinya power dis powerment, 



yakni peniadaan power pada sebagian besar masyarakat, akibatnya masyarakat tidak memiliki 

akses yang memadai terhadap akses produktif yang umumnya dikuasai oleh mereka yang 

memiliki power. Pada gilirannya keterbelakangan secara ekonomi menyebabkan mereka makin 

jauh dari kekuasaan. Begitulah lingkaran setan itu berputar terus. Oleh karena itu, pemberdayaan 

bertujuan dua arah. Pertama, melepaskan belenggu kemiskinan, dan keterbelakangan. Kedua, 

memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur ekonomi dan kekuasaan.  

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat 

dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan 

diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah 

memampukan dan memandirikan masyarakat.  

Menurut Prijono dan Pranarka (1996), dalam konsep pemberdayaan, manusia adalah 

subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan 

kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu 

agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Lebih 

lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat 

yang tertinggal.  

Menurut Sumodiningrat (1999), bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya 

untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. 

Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, 

yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai 

pihak yang memberdayakan.  

Mubyarto (1998) menekankan bahwa terkait erat dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. 

Dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumberdaya manusia 



(di pedesaan), penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. 

Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan 

lembaga dan system pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat. Upaya pemberdayaan 

masyarakat ini kemudian pada pemberdayaan ekonomi rakyat.  

Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa 

dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu 

masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat, tentunya 

memiliki keberdayaan yang tinggi.  

Keberdayaan masyarakat merupakan unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat 

bertahan, dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. 

Keberdayaan masyarakat itu sendiri menjadi sumber dari apa yang di dalam wawasan politik 

disebut sebagai ketahanan nasional. Artinya bahwa apabila masyarakat memiliki kemampuan 

ekonomi yang tinggi, maka hal tersebut merupakan bagian dari ketahanan ekonomi nasional.  

Dalam kerangka pikir inilah upaya memberdayakan masyarakat pertama-tama haruslah 

dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat 

berkembang. Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, 

memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, bahwa tidak ada masyarakat yang sama 

sekali tanpa daya, karena kalau demikian akan punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk 

membangun daya itu sendiri, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran 

akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.  

Selanjutnya, upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki 

oleh masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain 

dari hanya menciptakan iklim dan suasana yang kondusif. Perkuatan ini meliputi langkah-



langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses 

kepada berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya 

(Kartasasmita, 1996).  

Dengan demikian, pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota 

masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja 

keras, hemat, keterbukaan, kebertanggungjawaban dan lain-lain yang merupakan bagian pokok 

dari upaya pemberdayaan itu sendiri.  

Pemberdayaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pemberdayaan sektor 

informal, khususnya kelompok pedagang kaki lima sebagai bagian dari masyarakat yang 

membutuhkan penanganan/pengelolaan tersendiri dari pihak pemerintah yang berkaitan dengan 

upaya peningkatan kualitas sumberdaya yang mereka miliki yang pada gilirannya akan 

mendorong peningkatan pendapatan/profit usaha sehingga mampu memberikan kontribusi 

terhadap penerimaan pendapatan daerah dari sektor retribusi daerah. 

7. Pemberdayaan Masyarakat 

Secara etimologis pemberdayaan menurut Sulistyani (2004) berasal dari kata dasar ‘daya’ 

yang berarti kekuatan atau kemampuan. Dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat 

dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses untuk memperoleh daya, 

kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan, dari pihak yang 

memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Rappaport (1984) menjelaskan 

bahwa pemberdayaan adalah suatu cara dimana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar 

mampu mengusai atau berkuasa atas kehidupannya. Definisi yang senada juga menyatakan 

bahwa permberdayaan adalah suatu prose untuk memberikan daya/ kekuasaan (power) kepada 



pihak yang lemah (powerless), dan mengurangi kekuasaan (disempowered) kepada pihak yang 

terlalu berkuasa (powerful) sehingga terjadi keseimbangan (Djohani, 2003)
1
 

Bila melihat dari adanya beberapa pengertian di atas, bisa terlihat bahwa terdapat 

perbedaan konsep pemberdayaan. Konsep pemberdayaan masyarakat yang dimiliki oleh Ambar 

Teguh S mencakup tiga hal, yaitu: pengembangan (enabling), memperkuat potensi atau daya 

(empowering), terciptanya kemandirian. Berbeda dengan yang dimiliki Djohani dan Rappaport 

yang lebih menekankan pada aspek pendelegasian kekuasaan, pemberian wewenang, atau 

pengalihan kekuasaan kepada individu atau masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan 

lingkungan sesuai dengan, potensi, kemampuan, dan keinginan yang dimiliki. 

Proses pemberdayaan yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat akan segera 

terwujud, dimana masyaarkat berperan sebagai subjek dari pemabngunan dan pemerintah 

bertindak sebagai fasilitator saja. Terwujudnya masyarakat yang mandiri sebagai hasil dari 

pemberdayaan masyarakat tidak serta merta berhenti sampai di sini saja. Seperti yang sudah 

dikemukakan pada awal paragraf, pemberdayaan merupakan membangun sumber daya manusia 

untuk dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik dan sejahtera sesuai dengan kebutuhan, 

potensi, dan juga budaya secara bertahap dan terjaga. Terjaga di sini berarti bahwa masyarakat 

yang sudah mandiri tetap memerlukan perlindungan dan pengawasan agar tidak mengalami 

kemunduran, sehingga terbentuklah kedewasaan sikap masyarakat. 

2.1.1. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat 

 Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan 

masyarakat menjadi mandiri. Menurut sulistiyani (2004), kemandirian tersebut meliputi 

kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. 

Kemandirian masyarakat ditandai dengan kemampuan masyarakat untuk memikirkan, 
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meutuskan, serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-

masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan 

kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan mengarahkan sumber daya yang dimiliki oleh 

lingkungan internal masyarakat tersebut. Ketiga kondisi tersebut hendaklah diarahkan untuk 

mencapai masyarakat yang lebih baik, yang mana dapat dijelaskan sebagai berikut 
2
: 

1. Kondisi kognitif pada hakekatnya merupakan kemampuan berfikir yang dilandasi 

oleh pengetahuan dan wawasan seseorang atau masyarakat dalam rangka mencari 

solusi atas permasalahan yang dihadapi. 

2. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku amsyarakat yang terbentuk yang 

diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan 

pemberdayan. 

3. Kondisi afektif adalah merupakan sense yang dimiliki oleh masyarakat yang 

diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. 

4. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan/keterampilan yang dimiliki 

masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas 

pembangunan. 

Kondisi diatas diperlukan  sinergi dan pengembangan melalui intervensi dari suatu 

program pemberdayaan masyarakat. Hal ini ditujukan untuk membangun kompetensi masyarakat 

agar dapat berkembang dan keluar dari jarimng kemiskinan. Untuk melengkapi komunitas yang 

baik tersebut, maka diperlukan beberapa kompetensi tambahan , sebagaimana dijelaskan oleh 

Sulityani (2004), yaitu : 

1. Mampu mengidentifikasi masalah dan kebutuhan komunitas. 
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2. Mampu mencapai kesempatan tentang sasaran yang hendak dicapai dan skala 

prioritas. 

3. Mampu menemukan dan menyepakati cara dan alat mencapai sasaran yang telah 

disetujui 

4. Mampu bekerjasama rasional dalam bertindak mencapai tujuan. 

Tujuan pemberdayaan sebagaimana dijelaskan diatas mengutamakan pada kemandirian 

masyarakan. Kemandirian ini dapat dicapai melalui berbagai cara, salah satunya degan adanya 

intervensi dari pihak luar , menjaring kemitraan untuk dapat melaksanakan kegiatan yang 

kedepannya diasumsikan meningkatkan taraf hidup dari masyarakat. 

 

2.1.2. Tahap-tahap pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan bukan hanya sekedar memberikan kewenangan atau kekuasaan terhadap 

pihak yang lemah saja, akan tetapi terdapat sebuah proses untuk meningkatkan kualitas individu, 

kelompok, atau masyarakat, sehingga dapat berdaya dan memiliki daya untuk hidup secara 

mandiri. Menurut Ife (1995), pemberdayaan adalah lebih kepada menyiapkan masyarakat akan 

sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri 

masyarakat  di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi 

kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri. Bila melihat dari apa yang telah dipaparkan 

baik oleh Sulistyani ataupun Ife, terdapat sebuah persamaan, dimana keduanya ada  sebuah 

proses untuk menghasilkan atau mengarah kepada sesuatu yang berkaitan dengan serangkaian 

tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah masyarakat 

yang kurang atau belum berdaya menjadi berdaya dan mandiri. Proses akan merujuk pada suatu 

tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah 



baik knowledge, attitude, maupun praktik menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap-perilaku 

sadar dan kecakapan-ketrampilan yang baik.
3 

Menurut Sulistyani (2004) terdapat pemberdayaan masyarakat berjalan melalui 

beberapa tahapan sebagai berikut: 

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga 

merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. 

2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan-pengetahuan, kecakapan-ketrampilan agar 

terbuka wawasan dan memberikan ketrampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di 

dalam pembangunan. 

3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan sehingga terbentuklah 

inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. 

B. Kerangka Pikiran 

Berdasarkan dari  variabel penelitian “Pelaksanaan Program Pemberdayaan 

Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Kecamatan Rumbai” kemudian diukur 

dengan acuan dari beberapa teori yang dijadikan indikator serta fenomena yang terjadi, maka 

penulis menjelaskan hubungan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran 

makna dan maksud penelitian. Untuk lebih jelas, teori yang dijadikan indicator akan 

menampilkan pada gambar sebagai berikut: 
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Kerangka Pikiran Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun 

Warga (PMB-RW) Kecamatan Rumbai 
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C. Konsep Operasional Variabel   

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep yang digunakan 

dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan merupakan apa yang dikatakan dan apa yang dilakukaan oleh pemerintah atau 

apa yang tidak dilakukannya, ia adalah tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran dari program 

pelaksanaan niat dan peraturan-peraturan 

2. Organisasi adalah struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara 

sekelompok orang pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk bersama-sama 

mencapai tujuan tertentu. 

3. Pemberdayaan Masyarakat adalah menyiapkan masyarakat akan sumber daya, kesempatan, 

pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat  di dalam 

Pelaksanaan Program Pemberdayaan 

Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-

RW) Kecamatan Rumbai  

Sulistyani (2004) Pemberdayaan Masyarakat: 

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar 

dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. 

2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan-pengetahuan 

3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan 

Pemerintah Kota Pekanbaru 



menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam 

komunitas masyarakat itu sendiri. 

4. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau 

semi terbuka), di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada 

dalam kelompok tersebut. 
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